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JAKAM’A KOI‘IPB Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
pada semester II 2020 menyebutkan bahwa kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan tidak efektif.
Tidak efektifnya kinerja p ahan itu disebabkan per-
ubahan regulasi yang tidak cermat.
Ikhhmﬁnﬂ?emeﬁlmaanﬁemeamGHPS) 11 Tahun 2020
yang dipublikasi di situs resmi BPK menyebutkan, pengelola-
ﬁﬂnﬁmwﬂmﬁmmwmnmﬁ
: ntara lain, perubahan aturan terkait tugas

] idang pencegahan. Penyusunan Per-
Komiﬁ (Perlnsno Nomar 7 Tahun 2020 dinilai belum
¢ lmﬂan,amﬁsls,danpenyelmnyangmemadu
‘ , B%K,mHarry Azharmembem saat dikonfirmasi me-
i itu narkan, Minggu (11/7/2021).
mterh:tsubsbansiaudxtkmeanPK,xamengakutak
menjelaskan. Sebab, audit itu dipimpin oleh ang-
gota BPK lainnya.
AdapmdlePSIlzozodlsebuﬂnnpuiaadaﬁuwlyangtak
lagi diatur di Perkom No 7/2020, yaitu kewenangan dan unit
kerja pehksana koordinasi

, pelaksana fungsi pengembangan
aphkasl sistem inlbrmasi dan data Direktorat Labuksi, serta
uraian pekerjaan terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan
uang gratifikasi.

‘ Akibatnya, upaya mem-
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perkuat fungsi pencegahan
KPK menghormati dan [:éznngelolaan benda si-
hasil ﬂlﬂ.‘ﬂt BPK dan taan dan barang ram
rekomendasi yang tensi tidak terlaksananya
diberikan. payung hukum tersebut.
. Selain itu, audit BPK juga
Ipi Maryati memrebuﬂqm, ) lolaz
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ngelolaan benda sitaan, rampasan, dan s:ta eksekusi secara
memadai. KPK juga belum memiliki fasilitas penym;ﬂihan
barang bukti yang memadai.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengabakan,
audit BPK adalah dalam konteks pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas kinerja KPK pada semester II tahun 2020 di unit

* kerja Direktorat Labuksi. Saat audit berlangsung, KPK juga

berinisiatif meminta cakupan audit diperluas ke Kedeputian
Pencegahan. KPK akan menindaklanjuti rekomendasi BPK,
seperti perbaikan Perkom No 7/2020. Secara spesifik, BPK juga
menyebutkan tupoksi Direktorat Labuksi membuat aplikasi
terkait pengelolaan aset, barang bukti, dan eksekusi.

"KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menin-
daklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanJut atas
rekomendasi perbaxkan Perkom No 7/2020 saat ini sedang
berjalan, se telah d)putuskan dalam rapat evaluasi
atas audit kinerja pada April 2021, kata Ipi.

Penehtl Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana,

ngatakan, temuan BPK menunjukkan Perkom No 7/2020
dxbuat terburu-buru sehingga tak matang. Perkom itu juga
berpotensi bertentangan dengan pasal-pasal di UU KPK, yang
tak mengubah ketentuan di UU KPK lama. Kebijakan pim-
pinan KPK menambah nomenklatur jabatan baru, membuat
struktur organisasi di KPK membengkak.

"Selain itu, kalau audit BPK ini menyasar pada fungsi
pencegahan di KPK, ternyata tidak menunjukkan hal positif.
Padahal, itu fokus komisioner KPK periode 2019-2023 yang
sering digembar-gemborkan,” kata Kurnia. (DEA)




